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ABSTRAK

Muhamad lzola, 201610115124, Skripsi, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 87 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014,
Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk )

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, apakah pegawai
negeri sipil dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk, dapat diberhentikan
dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis hukuman
penjara kurang dari 2 (dua) tahun? Kedua, apa hukuman yang tepat kepada pegawai
negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi ? dalam penelitian ini metode
penelitian yang digunakan metode penelitian hukum yuridis — normatif. Penelitian ini
menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut, Pertama pemberhentian
pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor
06/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Ptk dapat diberhentikan dengan tidak hormat secara
langsung, Kedua hukuman yang tepat kepada pegawai negeri sipil yang melakukan
tindak pidana korupsi adalah pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggaran
yang dilakukan adalah pelanggaran berat, dengan kedua simpulan. saran -saran yang
dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, di dalam pasal 87 undang —
undang nomor 5 tahun 2014 perlu dilakukan perubahan, Kedua, perlu dilakukan
peninjauan kembali didalam pasal 87 undang — undang nomor 5 tahun 2014 dengan
memberikan perubahan didalam tiap pasal dan isi peraturan mengenai pemberhentian
pegawai negeri sipil tersebut. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada pegawai
negeri sipil yang melakukan korupsi adalah tindakan yang tepat serta perlu lebih
diperjelaskan didalam pasal 87 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan
memberikan pencabutan seluruh fasilitas negara yang telah diperolehnya dan ganti rugi
kepada negara akibat pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah dilakukanya serta
dicabutnya hak politik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan

dengan tidak hormat

Kata kunci : pegawai negeri sipil, pemberhentian aparatur negeri sipil, pelanggaran

korupsi
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ABSTRACT

Muhamad lzola, 201610115124, Skripsi , Dismissal of Civil Servants With No
Respect Based on Article 87 of Law Number 5 Year 2014, Regarding State Civil
Apparatus (Study of Decision Number 06 / Pid.Sus / TPK /2019 / Pn.Ptk)

In this study there are 2 (two) research problems. First, can civil servants in Decision
Number 06 / Pid.Sus / TPK /2019 / Pn.Ptk, be dishonorably discharged for committing
a criminal act of corruption with a prison sentence of less than 2 (two) years? Second,
what is the appropriate punishment for civil servants who commit criminal acts of
corruption? in this study the research method used is juridical - normative legal
research methods. This research vyields 2 (two) conclusions as follows, Firstly,
dismissal of civil servants who commit crimes in Decision Number 06 / Pid.Sus / TPK
/2019 / Pn.Ptk can be dismissed with no direct respect, Secondly the right punishment
to civil servants who commit acts of corruption are dismissed with disrespect because
the violations committed are gross violations, with both conclusions. Suggestions that
can be put forward are as follows. First, in article 87 of law number 5 of 2014 it is
necessary to make changes, Secondly, a review needs to be made in article 87 of law
number 5 of 2014 to provide changes in each article and the contents of the regulations
regarding the dismissal of the civil servants. Dismissal with respect to civil servants
who commit corruption is an appropriate action and needs to be clarified in Article 87
of Law Number 5 Year 2014 by revoking all state facilities that have been obtained
and compensation to the state due to violations of criminal acts of corruption that have
been he did and revoked the political rights held by civil servants who had been

dishonorably discharged

Keywords: civil servants, dismissal of civil servants, corruption violations
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MOTTO
“ Cukulah ALLAH Sebagai Penolong Kamu”

(QS Ali Imran 3:183)

“Janganlah kau risaukan Nikmat mana yang belum kau dapatkan, tapi Risaulah

akan Nikmat yang belum kau Syukuri”

(Imam Al — Ghazali)

Optimis Adalah Keyakinan Yang Menuntun Kepada Keberhasilan, Tidak Ada Yang
Bisa Dilakukan Tanpa Percaya Diri Akan Adanya Harapan

(Heken Keller)

Jangan takut gagal tetaplah berusaha,
Dan terus mencoba sambil berdoa hingga akhirnya
Serahkan kepada yang maha kuasa
(Penulis)
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